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RINGKASAN 

 

Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan  Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; Mohammad al Azis, 

120903101059; 2015: 4 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

 

Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Jember yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 sampai 

dengan 23 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan 

memahami Prosedur Penghitungan, Pemotongaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember. 

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN),  adalah mempelajari unsur-

unsur yang terkait dengan Pajak Penghasil Pasal 23  dan memperoleh gambaran 

nyata tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan 

instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah 

X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah 

naungan Kementrian Keuangan. Dalam pelaksaan Praktek Kerja Nyata penulis 

mempelajari tentang jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam proses pemeliharaan 

kendaraan dinas yaitu cleaning dan poles kendaraan dinas KPKNL Jember 

bekerjasama dengan CV. Graha Nusantara yang memiliki NPWP 03.264.362.9-

626.00 dan KPKNL Jember juga memiliki NPWP 00.151.552.7-626.000. pajak 

penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan mobil dinas sediri dikenakan tarif 2% dari 

jumlah bruto, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Bendahara Pengeluaran 

Kantor Kekayaan Negara dan Lelang menggunakan Pembayaran secara elektronik 
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sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/ PJ/2014 dengan 

sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Internet Banking Bank BRI seperti yang 

ada pada lampiran. 

Kesimpulan dari hasil PKN ini adalah Perosedur pengenaan pajak 

penghasilan pasal 23 yang dipotong bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan 

pajak yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan 

Pemotongan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember menggunakan sistem pemungutan pajak dengan Witholding System, karena 

Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan atas pembelian atau 

penjualan  atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, dan 

melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang digunakan sebagai 

pembangunan bangsa serta dapat mensejahterakan masyarakat, pajak sendiri dipungut 

dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan penagihannya guna untuk meperlancarkan pembangunan nasional 

indonesia yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan 

pemerintah. Oleh karena, itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

kewajibannya membayar Pajak. Pajak sendiri ialah kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa  berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( UU No. 28 

Tahun 2007 ).  Pajak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1945 yang 

didasarkan pada pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola 

perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

merupakan salah satu Direktorat Jendral yang ada di bawah naungan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. 

 Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk 

membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Salah satu sumber 

pendapatan negara dari pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah 

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat yaitu 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga Negara pada umumnya. Adapun Pajak Penghasilan  yang dipotong dan/atau 

dipungut (PPh potput) melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput. 

PPh Potput sendiri adalah penerapan sistem perpajakan yang menggunakan 
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Witholding System dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau 

dipungut oleh pihak ketiga . Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan 

dari pembelian atau penjualan barang atau memotong pajak penghasilan dari 

penerima penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank 

persepsi atau kantor pos dan melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak. Menurut 

Setiawan (2006 : 1) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh 

Potput terdiri atas  : 

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2),  

2. Pajak Penghasilan Pasal 15,  

3. Pajak Penghasilan Pasal 21,  

4. Pajak Penghasilan Pasal 22,  

5. Pajak Penghasilan Pasal 23,  

6. Pajak Penghasilan Pasal 26.  

Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain 

penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen. Di dalam 

kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember yang merupakan instansi yang berada didalam Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan 

pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementrian Keuangan. 

Penulis mengambil Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Jasa Pemeliharan Mobil Dinas 

yang digunakan untuk memperlancar pada kegiatan Dinas Luar oleh penjabat Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan tugas Negara. Adapun 

jumlah mobil dinas yang ada pada KPKNL Jember yaitu 4 Mobil dinas, diantaranya 

Isuzu Panther berjumlah 2 Unit, Kijang Inova dan Kijang Kapsul. Oleh karena itu 

diperlukan perawatan/pemeliharan pada mobil dinas, dalam hal ini KPKNL Jember 

melakukan pemeliharaan yaitu Cleaning dan Poles sebesar Rp. 2.250.000, - . KPKNL 

Jember sendiri bekerja sama dengan CV. Graha Nusantara dikarenakan KPKNL 

Jember tidak Mampu untuk melakukan pemeliharaan Claning dan Poles tersebut, 

pemeliharaan tersebut akan dikenakan Pajak  
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Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri merupakan Pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri ( orang pribadi) 

maupun badan , dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau 

penyelengara kegiatan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Pajak 

Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan  atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek  

Pajak dalam negeri,penyelengara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainya. ( Siti Resmi 2014:327) 

Didalam sistem Pajak ada beberapa system yang di gunakan yaitu diantaranya 

Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System. Laporan ini 

membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan PPh potput ( 

pemotongan/pemungutan ) dengan hal tersebut maka sistem pemungutan pajaknya 

mengunakan Withholding System  yaitu suatu system pemungut pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ke tiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adanya pihak ketiga, 

pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak. Dalam melakukan perawatan mobil dinas, 

pihak KPKNL Jember bekerja sama dengan CV.Garaha Nusantara dengan penujukan 

secara langsung dasar hukum yang digunakan yaitu Perpres Nomor : 70 Tahun 2012. 

Oleh sebab itu, Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Jember diberikan wewenang untuk menghitung dan membayar pajaknya atas 

penghasilan dari perawatan mobil dinas CV.Graha Nusantara serta melaporkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terdaftar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana tentang  Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan  

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang 

ada Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 
 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

 Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.  

b. Memperoleh pengalaman kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Jember. 

c. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan DIII Perpajakan dan untuk memperoleh 

gelar Ahli Madya 

 

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata 
 

 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata ialah : 

a. Mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.  

b. Memperoleh pengalaman dan melatih kedisiplinan kerja pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prosedur Perpajakan 

Prosedur  adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakam atau operasi yang 

harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang 

sama dari keadaan yang sama, sedangkan Prosedur pajak yaitu  bagaimana tentang 

tata cara  perpajakan baik itu pendaftaran NPWP , penghitungan, 

pemotonganan/pemugutan, penyetoran dan pelaporan perpajakan yang terutang. 

2.2 Pengertian Pajak 
 

2.2.1 Definisi Pajak 

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam 

Siti Resmi ( 2014:1 ) Pajak adalah  Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal 

balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  

Sedangkan Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman Pajak 

adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengkuasa ( 

menuruy norma – norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

umum 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan 

pelaksanaanya 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah secara  umum 

misal dalam pembangunanmapun penyejahteraan rakyat 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 
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Menurut Siti Resmi (2014:3) fungsi pajak ada 2 yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempuyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Contohnya : Dimasukkan dalam ABPN sebagai penerimaan 

dalam negeri 

2. Fungsi Regulerend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

Contohnya: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah. Pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM)  dikenakan pada saat terjadi transaksi 

jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin 

tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini 

dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengkonsumsi barang 

mewah ( mengurangi gaya hidup yang mewah ) 

 

2.2.3 Jenis Pajak 

Jenis Pajak menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang 

dikelompokan menjadi tiga pengelopokan yaitu menurut golongan , menurut sifat , 

dan menurut lembaga pemungutnya 

 

2.2.3.1 Menurut Golongan 

Pajak dikelompokan menjadi dua : 

a. Pajak Langsung,Pajak yang harus dipikul atau ditangung sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan 

Contohnya : Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh dibayar atau ditanggunng oleh 

pihak pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
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b. Pajak Tidak langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa. 

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayaran oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada 

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga 

jual barang atau jasa ) 

 

2.2.3.2 Menurut sifat  

  Pajak dikelompokan menjadi dua : 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Wajib 

Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ), dalam PPh terdapat Subjek Pajak ( Wajib 

Pajak ) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak ( status perkawinan, kebanyakan 

anak, dan tangungan lainnya ). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena 

pajak 

b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

Subjek Pajak (Wajib Pajak ) maupun tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 

2.2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut 
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a. Pajak Negara ( Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbaik tingkat I ( 

Pajak Provinsi ) maupun daerah tingkat II ( pajak kabupaten / kota ) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor , 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Permukaan Air Tanah, Pajak Air 

Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 

 

2.2.4 System Pemungutan Pajak 

Dalam memungut Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu 

a. Offcial Assessment System 

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem  ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan ( peranan dominan ada pada aparatur perpajakan ) 

b. Self Assessmen System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan 

peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghiting dan memungut Pajak sepenuhnya ditangan 
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Wajib Pajak. Wajib Pajak diangap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang – undang yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran 

yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak. Oleh karena 

itu, Wajib Pajak diberi kepercyaaan untuk : 

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ; dan 

5) Mempertangung jawabkan pajak yang terutang 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri ( peranan dominan ada pada 

Wajib Pajak ). 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditujuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan 

perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan 

lainya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 

mempertangung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk  

 

2.3 Pajak Penghasilan 
 

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan 

 Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, Pajak 
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Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu 

jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima 

atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai 

Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, 

terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final. 

 

2.3.2  Dasar hukum Pajak Penghasilan 

 Dasar hukum pajak Pennghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 

1993 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 

Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Kementerian Keuangan, Keputusan 

Direktorat Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. 

 

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan  

 Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi 

untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak 

Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika 

subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka 

disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomer 2007  tetang KUP menyebutkan bahwa 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. 

 Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan 

sebagai berikut 

1) Subjek Pajak Orang pribadi yaitu Orang pribadi sebagai subjek dapat 

bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia 
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2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan , 

menggantikan yang berhak, Merupakan Subjek Pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penujukan warisan yang 

belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan 

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. 

3) Subjek pajak Badan, Badan sendiri adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer  , 

perseroan lainya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 

sosial politik , atau organisasi lainya, lembaga, dan  bentuk lainya termasuk 

kontrak investasi  kolektif dan bentuk usaha tetap.  

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) 

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia 

Subjek Pajak di bedakan menjadi : 

a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari 

1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 
 

2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unittertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh 

aparat pengawasan fungsional negara 

3). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

b.  Subjek Pajak Luar negeri adalah  

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

 Objek Pajak Merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatanm atau 

keadaaan) yang dikenakan pajak. Menurut Siti Resmi (2014 : 80) Objek pajak 

penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
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luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghsilan Pasal 23 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun 

Badan) dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau 

Subjek Pajak dalam negeri, penyelengaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainya. 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Pennghasilan Pasal 23 

 Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 244/03/2008 dan Undang-undang 

Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa pemeliharaan 

sebagai objek pajak penghasilan pasal 23 

2.4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan 23 

 Pemotongan Pajak penghasilan 23 terdiri atas 

1. Badan Pemerintah 

2. Subjek Pajak Dalam negeri 

3. Penyelengaarran kegiatan 

4. Bentuk Usaha Tetap 

5. Perwakilan Perusahaan diluar negeri 

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu ; 
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 Akutan, arsitek, dokter, notaris, Penjabat pembuat tanah(PPAT), 

kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan 

bebas. 

 Oranag pribadi yang menjalankan usaha yang  menyelenggarakan  

pembukuan atas pembayaran berupa sewa 

2.4.4 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Penghasilan  yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ( Selanjutnya 

disebut Objek PPh Pasal 23 ) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 

yaitu : 

1) Deviden; 

2) Bunga termasuk premium, dikonto. Dan imbalan sehubungan dengan jaminan  

pengembalian utang 

3) Royalti 

4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak 

penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam pelaksanaan kegiatan . perbedaan penghasilan berupa hasiah dan 

penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dengan yang dipotong  

pajak penghasilan 23 adalah untuk pajak penghasilan pasal 23, Wajib 

pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak 

dalam negeri atau badan, tetapi untuk pajak penghasilan pasal 21 Wajib 

pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh 

5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh 
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6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa managemen , jasa kontruksi, 

jasa kosultan, dan jasa lainya yang telah dipotong pajak Pengahasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh 

2.4.5   Penghasalan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

yaitu : 

1) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. 

2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi. 

3) Dividen atau bagian laba  yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

(PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaka milik 

Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan 

uasah yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a) dividen bersal dari cadangan laba yang ditahan, dan 

b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha 

milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang 

disetorkan. 

4) Bagian laba yang diterima atau diperolah anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif. 

5) Sisa hasil usaha kopersi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. 

6) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. 

Badan Usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiyaaan yang telah 

mendapatan ijin Menteri Keuangan : BUMN/BUMD yang khusus 

memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional 
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Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah  imbalan yang diberikan atas 

penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiyaan syariah. 

2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 

Tarif PPh Pasal 23 sendiri mengenal dua jenis tarif yaitu tarif 15% dari jumlah 

bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto. 

1) Tarif 15 % dari jumlah bruto meliputi 

a. Dividen 

b. Bunga 

c. Royalti  

d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

2) Tarif 2 % dari Jumlah bruto dikenakan atas  

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta 

imbalan atas jasa teknik, jasa managemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa 

lainya 

 

2.4.7 Saat terutang, Penyetoran  dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 

a. Saat terutang yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada 

akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya 

penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya 

penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh 

pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. 

b. Penyertoran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat 

terutangnya pajak dan di setorkaan ke bank presepsi atau kantor pos 

c. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada 

orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang 

dipotong (Siti Resmi ,2014 : 337). 

 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Akuntansi adalah Suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi 

yang disampaiakan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah 

dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah 

menjadi informasi yang berguana. Istilah akuntansi di dalam perpajakan adalah 

pembukuan dan pecatatan. Akuntansi Pajak sendiri adalah akuntansi yang ditetapkan 

sesuai dengan prinsip perpajakan dalam (Shopar  Lumbantoruan 1996 : 1) 

 Menrut Waluyo (2008:19) Akuntansi pajak yaitu dalam menetapkan besarnya 

pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, 

mengingat dalam ketentuan perundang–undangan perpajakan terdapat aturan–aturan 

khusus yang berkaitandengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa 

keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang–

undang. 

 

2.5.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak  

a. Teori Akuntansi Pajak 

 Menurut Waluyo (2008:20) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan 

logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas: 

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai; 

2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru. 
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b. Prinsip Akuntansi Pajak 

 Menurut Waluyo (2008:26)  Prinsip akuntansi pajak tercipta karena adanya 

suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan 

pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan 

sebagai kebijakan pemerintah.  Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip prinsip dasar 

yannng digunakan bersifat netral ( tidak Memihak ) terhadap produk – produk yang 

dihasilkan oleh akuntansi , oleh karena itu, prinsip – prinsip dasar akuntansi dapat 

digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak. 

 

2.5.3 Tujuan Pokok Akuntansi Pajak 

Tujuan Tujuan Pokok Akuntansi Pajak ialah untuk menetukan Jumlah PKP 

yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar  

penetapan beban dan/atau penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara 

itu, besaranya beban pajak yang terhutang sering sekali dikenakan atau dipungut atas 

dasar asas, tujuan, dan pertimbangan – pertimbangan yang tidak berhubungan dengan 

penentuan  R/L sebagai tujuan pokok akuntansi keuangan. Hal tersebut meskipun 

tidak bertentangaan namun cukup beralasan untuk dipakai sebagai dasar pembenaran 

akan adanya perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak   
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan 

dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan diamana KPKNL 

merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu 

pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, 

dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan 

demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di 

bidang-bidang tugas tersebut. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya 

bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya 

transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani 

piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara 

sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang 

mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan 

pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus 

kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan 

instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah 

X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah 

naungan Kementrian Keunagan 
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Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, 

Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo. 

 

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember 

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen 

murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh 

seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan 

masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadi pengelola 

kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka 

visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu : 

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas 

pengelolaan kekayaan negara; 

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; 

c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam 

berbagai kepentingan nilai; 

d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan; 

e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan 

kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat. 
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3.3 Struktur  Organisasi KPKNL Jember 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi 

serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang 

baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. 

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat 

suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, 

hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan 

tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut; 

 

NIP. 19710606 199803 2 001

KEPALA KANTOR

AGUS HARI WIDODO

NIP. 19690121 199603 1 002

SEKSI UMUM

ANITA DHAMAJANTI

PELAYANAN PELAYANAN PENILAIAN PIUTANG NEGARA PELAYANAN LELANG HUKUM DAN INFORMASI

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

AGUS BUDI UTOMO JOKO SUSANTO ANDI SUTRISNO WIJI YUDHIHARSO K.P AGUS SETYADI

KEKAYAAN NEGARA

NIP.19740821 199602 1 001 NIP. 19770614 200001 1 001 NIP. 19630223 198603 1 001 NIP. 19791021 200212 1 001 NIP. 19600815 198402 1 001  

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL Jember adalah sebagai berikut: 

 

 Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang 

negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan 

fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang 

peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

b. Seksi Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, 

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari: 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian; 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan; 

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata 

usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi 

laporan akuntabilitas. 

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, 

evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam 

melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara; 

2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara; 

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung 

jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara; 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

d. Seksi Penilaian 

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi 

permasalahan survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan 
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metode penelitian, rekonsilasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan 

penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, 

real property, property khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan 

bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang 

diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah: 

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, dan 

evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, property, 

property khusus, dan usaha; 

2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian; 

3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian. 

 Dibidang penilaian terdiri dari: 

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam 

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan 

bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang 

penilaian sumber daya alam. 

2) Sub Bagian Property 

Sub bagian peniitian property mempunyai tugas melakukan bahan 

bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan 

teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap 

penilaian serta pelaksanakaan kegiatan dibidang penilaian property. 

3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha 

Sub bagian penilaian property mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan 

bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, 

bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanakan kegiatan dibidang 

penilaian property. 

e. Seksi Piutang Negara 
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Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan 

eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, 

pengusulan, pencegahan dan pelaksanakan paksa badan, penyiapan 

penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan 

teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau 

barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau 

pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan 

fungsi: 

1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan 

pelaksanakaan; 

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara; 

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan 

piutang negara; 

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara; 

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara; 

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan 

pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang 

jaminan. 

Bidang Piutang Negara terdiri dari: 

1) Sub Bagian Piutang Negara I 

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanakaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan 

atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau vertifikasi 
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pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara 

lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Piutang Negara II 

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksankaan penetapan, 

penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan 

hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau 

penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral. 

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan 

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanakan 

pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak 

ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta 

pengelolaan dan pemantuan pelaksanakaan pengamananan, 

pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

f. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi lelang mempunyai tugas melakuakan bimbingan teknis, penggalian 

potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan pengembangan lelang dan 

bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan: 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

evaluasi, vertifikasi risalah lelang dan pembangunan; 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan; 

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang. 

Bagian lelang terdiri dari: 
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1) Sub Bagian bimbingan Lelang I 

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, 

dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, 

pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil 

lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II 

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, 

vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. 

Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, 

yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Direktur Jenderal. 

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang 

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan 

pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penjabat lelang.  

g. Seksi Hukum dan Informasi 

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayanan bantuan 

hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan 

negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan 

dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 

4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha 

berkas pengurusan piutang negara; 
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5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara penilaian, pitang negara, dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang. 

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari: 

1) Sub Bagian Bantuan Hukum 

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah 

hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, 

pengurusan piutang negara dan lelang. 

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi 

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang 

kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga 

bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan 

penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi 

pengurusan piutang negara, dan lelang. 

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi 

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta 

pengolahan jaringan komunikasi data. 

 

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang Jember 

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan 

mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan 

klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan 

jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang 

jember adalah sebanyak 41 orang. 
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3.4.1.  Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember 

Dalam menjalankan kegiatan KPKNKL Jember menetapkan jam kerja yang 

harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember 

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II 

Senin s/d Kamis 07.30 - 12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB 13.30-17.00WIB 

Jum’at 07.15 - 11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB 13.00-17.00WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur  

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015 

 

3.4.2.  Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember 

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian 

Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah: 

a. Kesetiaan; 

b. Prestasi Kerja; 

c. Tanggung Jawab; 

d. Ketaatan; 

e. Kejujuran; 

f. Kerja Sama; 

g. Prakarsa; 

h. Kepemimpinan. 

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

(pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada 

pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat 

kegolongan sampai dengan kegolongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan 

kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terkahir. 
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3.4.3.  Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember 

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain 

berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu: 

a. Tunjangan Jabatan Struktural 

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) 

Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan 

dengan pembayran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari 

satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, 

berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal. 

b. Tunjangan Cuti 

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti 

sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar 

tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang 

bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah. 

 

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL 

Jember 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawan adalah dengan melakukan 

beberapa cara yaitu: 

a. Pengarahan Penyuluhan 

Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh 

kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang 
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dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik 

untuk hari-hari kedepannya. 

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi 

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah 

dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi 

kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja 

karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan 

dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang 

monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan 

berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang 

dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan 

tertang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut 

meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama 

waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mengenai Prosedur  

Penghitungan,  Pemotongan , Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa 

Pemeliharaan Mobil Dinas maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang 

dilaksanakan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang  

undang yaitu 2 % dari Jumlah Bruto. 

2. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Bekerja 

sama dengan CV.Graha Nusantara Untuk Pengerjaan Pemeliharan Mobil 

Dinas Kantor. 

3. Dalam proses Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas 

atas Pemeliharaan Mobil Dinas oleh bendahara pengeluaran  KPKNL 

Jember adalah Witholding System karena bendahara pengeluaran KPKNL 

Jember Menghitung pajak dari CV.Graha Nusantra.   

4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Mobil dinas 

dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp. 40.909 dan 

dikenakan PPN  Pajak Pertambahan Nilai Sebesar Rp.204.545 sesuai 

dengan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor: DIPA-015.09.2.5381 

4012014. 

5. Pihak Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  

membayar pajak yang terutang dengan mengunakan Sistem Pembayaran 

Pajak Secara Elektronik secara online melalui Internet Banking Bank BRI 

dengan dasar hukum  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/ 

PJ/2014. 
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5.2 Saran 

 Dengan melihat hasil PKN pada Kekayaan Negara dan Lelang Jember, 

adapun saran yang dapat diberikan untuk Kekayaan Negara dan Lelang Jember 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Negara  dan Lelang 

Jember. 

2. Peningkatan Kedisplinan Waktu dalam Pekerjaan di Kantor Pelayanan 

Kekayan Negara dan Lelang. 
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